PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 22 TAHUN 1985
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NI LAl 1984

Meni nbang:

Mengi ngat :

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

bahwa dengan penetapan saat berlakunya Undang-undang
Paj ak Pertanbahan N lai 1984 pada tanggal 1 April 1985
sebagai mana dit et apkan dal am Per at uran Peneri ntah Nonor
1 Tahun 1985, maka ketentuan pel aksanaan yang
di t et apkan dal am Peraturan Penerintah Nonor 38 Tahun
1983, perlu ditinjau kenbali dan disesuai kan dengan
kebutuhan dan keadaan yang dapat |ebih nmenjamn
kel ancaran pel aksanaan Undang-undang tersebut, dengan
Per at uran Peneri nt ah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2 Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Urum dan Tata Cara Perpajakan (Lenbaran Negara
Tahun 1983 Nonor 49, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3262) ;

3. Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasi |l an (Lenbaran Negara Tahun 1983 Nonor 50,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3263);

4. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertanbahan Nl ai Barang dan Jasa dan Pajak
Penj ual an Atas Barang Mewah (Lenbaran Negara Tahun
1983 MNonor 51, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3264);

5. Peraturan Penerintah Nonor 35 Tahun 1983 tentang
Pendaf taran, Penberian Nonmor Pokok Wjib Pajak,
Penyanpai an Surat Penberitahuan, dan Persyaratan
Pengaj uan Keberatan (Lenbaran Negara Tahun 1983
Nonor 52);

6. Peraturan Penerintah Nonor 1 Tahun 1985 tentang
Penetapan Milai Berlakunya Undang-undang Paj ak
Pertanbahan Nl ai 1984;
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MVEMUTUSKAN:

Dengan nencabut Peraturan Penerintah Nonior 38 Tahun 1983 tentang
Pal aksanaan Undang- undang Paj ak Pertanbahan Ni|ai 1984;

Menet apkan : PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG
UNDANG PAJAK PERTAVBAHAN NI LAl 1984.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dal am Peraturan Penerintah ini yang di maksud dengan :

a. | mportir adal ah Pengusaha yang dal am |ingkungan perusahaan
at au pekerjaannya nengi npor Barang Kena Paj ak;

b. | ndent or adal ah Pengusaha yang dal am |ingkungan perusahaan
atau pekerjaannya nenyuruh Inportir nmenginpor Barang Kena
Paj ak untuk dan atas kepenti ngannya,;

C. Eksportir adal ah Pengusaha yang dal am |ingkungan perusahaan
at au pekerjaannya nmengekspor Barang Kena Paj ak;

d. Pabri kan adal ah Pengusaha yang dal am |ingkungan perusahaan
atau pekerjaannya nenghasil|l kan Barang Kena Paj ak sebagai mana
di maksud dalam Pasal 1 huruf c¢ dan huruf m Undang-undang
Paj ak Pertanbahan Nilai 1984, termasuk pengusaha Real Estate
dan I ndustrial Estate;

e. Penyal ur Utana atau Agen U ama sebagai tnana di maksud dal am
Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak
Pertanbahan N | ai 1984 adal ah Pengusaha yang dal am | i ngkungan
perusahaan atau pekerjaannya, Yyang berdasarkan perjanjian
dengan Pabri kan atau I nportir, nenpunyai hak atau kuasa untuk
memasar kan Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau di inpor
ol eh Pabrikan atau Inportir tersebut;

f. Penegang Hak Paten atau Penmegang Hak Merek Dagang sebagai mana
di maksud dal am Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang
Paj ak Pertanbahan N lai 1984 adal ah Pengusaha yang nem i Ki
atau nenjadi penegang suatu Hak Paten dan Merek Dagang dari
Bar ang Kena Paj ak;

g. Penmegang hak nenggunakan Paten atau Merek Dagang sebagai mana
di maksud dal am Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang
Paj ak  Pertanbahan N | ai 1984 adalah  Pengusaha yang
berdasar kan suatu perjanjian dengan Penegang Hak Paten atau
Merek Dagang nenpunyai hak atau kuasa untuk nenghasil kan
dan/atau nemasarkan Barang Kena Pajak dengan nenggunakan
Paten atau Hak Merek Dagang yang dimli ki atau di pegang ol eh
Penegang Hak Paten atau Merek Dagang dari Barang Kena Paj ak;
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h. Penborong atau Kontraktor adalah pengusaha yang dal am
I i ngkungan per usahaan at au pekerj aannya mel akukan
penbangunan, perbai kan, atau penugaran bangunan atau barang
ti dak bergerak | ainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun
atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian
tertulis.

BAB | |
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

Tenpat nel aporkan bagi Bentuk Usaha Tetap yang di kenakan pajak
berdasar kan Undang-undang Pajak Pertanbahan N lai 1984 untuk
di kukuhkan nenjadi Pengusaha Kena Paj ak adal ah Kantor D rektorat
Jenderal Pajak yang ditunjuk atau Kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang w | ayah kerjanya neliputi tenpat Bentuk Usaha Tetap tersebut
nmel akukan kegi at an usaha.

Pasal 3

Jangka waktu bagi Pengusaha untuk nelaporkan usahanya kepada
D rektorat Jenderal Pajak untuk di kukuhkan nenjadi Pengusaha Kena
Paj ak sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
Paj ak Pertanbahan Nilai 1984 ditentukan sebagai beri kut

a. unt uk Pengusaha sebagai mana di naksud dal am Pasal 4 ayat (1)
huruf a dan huruf d Undang-undang Pajak Pertanbahan N | ai
1984 yang sudah atau bel um nmenpunyai Nonor Pokok Wajib Pajak
dan sudah mul ai nenjal ankan usahanya pada tanggal 1 Maret
1985, adal ah sel anbat -1 anbat nya tanggal 31 Maret 1985;

b. unt uk Pengusaha sebagai mana di maksud dal am huruf a yang sudah
atau bel um nmenpunyai Nonor Pokok Wajib Pajak dan baru nul a
menj al ankan usahanya pada tanggal 1 Maret 1985 atau
sesudahnya adal ah sel anbat-|anbatnya 30 (tiga puluh) hari
set el ah saat usahanya nul ai dij al ankan.

Pasal 4

(1) Pengusaha dapat nel aporkan usahanya untuk di kukuhkan mnenj ad
Pengusaha Kena Paj ak sebel um usahanya mnul ai dij al ankan.

(2) Saat usaha nulai dijal ankan adal ah saat pendirian atau saat
usaha nyat a-nyata nul ai dij al ankan.

Pasal 5

(1) Pengusaha sebagai mana dinmaksud dalam Pasal 3 yang akan
nmel apor kan usahanya wajib nengisi fornulir Surat Pernohonan
untuk  di kukuhkan nenj adi Pengusaha Kena Paj ak, yang
di sedi akan ol eh Direktorat Jenderal Pajak.
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(2) Formulir Surat Pernohonan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
dapat diisi dan ditanda tangani sendiri ol eh Pengusaha atau
ol eh orang lain Yang di beri kuasa khusus untuk itu.

(3) Formulir Surat Pernohonan sebagai mana di maksud dal am ayat (2)
di sanpai kan dal am j angka waktu sebagai nana di atur dal am Pasa
3.

Pasal 6

Pengusaha yang nem |ih untuk dikukuhkan nenjadi Pengusaha Kena
Paj ak sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-
undang Paj ak Pertanbahan N lai 1984, dapat nengaj ukan pernohonan
tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang w | ayah
kerjanya neliputi tenpat tinggal atau tenpat kedudukan Pengusaha
yang ber sangkut an, dengan cara sebagai mana di atur dal am Pasal 5.

Pasal 7

(1) Atas pernmohonan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (1),
D rektur Jenderal Pajak nengel uarkan Surat Keputusan tentang
pengukuhan Pengusaha nenj adi Pengusaha Kena Paj ak.

(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai mana di maksud dal am
ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setel ah
tanggal diterimanya Fornulir Surat Pernpbhonan Pengusaha
sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (3).

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai mana di maksud dal am
ayat (2) bagi pengusaha yang nmeml|ih untuk di kukuhkan nenj adi
Pengusaha Kena Pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6
berl aku untuk 3 (tiga) tahun.

BAB |11
OBYEK PAJAK DAN KEWAJI BAN PENCATATAN

Pasal 8
Jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertanbahan Nilai sebagai mana
di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Pajak
Pertanbahan Nl ai 1984, adal ah jasa yang dil akukan ol eh Penborong
atau Kontraktor.

Pasal 9

(1) Tindakan penyerahan Barang atau Jasa yang nmerupakan
penyer ahan kena paj ak adal ah :

a. penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
kepada pihak nmanapun yang dilakukan oleh Pabrikan,
Penyalur U ama atau Agen Utama, Inportir, Indentor,

Pemegang Hak Paten atau Penegang Hak Merek Dagang,
Pemegang Hak Menggunakan Paten dan/atau Merek Dagang
dari Barang Kena Pajak atau ol eh Pengusaha Jasa sebaga-
mana di maksud dal am Pasal 8.
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b. penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena
Paj ak sebagai mana di maksud dal am Pasal 4 ayat (1) huruf
b Undang-undang Paj ak Pertanbahan N |ai 1984.

(2) Setiap penyerahan kena paj ak sebagai mana di maksud dal am ayat
(1) di kenakan pajak menurut Undang-undang Pajak Pertanbahan
Ni | ai 1984,

Pasal 10

(1) Atas Inpor Barang Kena Pajak dan |npor Barang Mewah yang
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang Pabean
di bebaskan dari pungutan Bea Masuk, naka terhadap | npor
Barang Kena Paj ak dan |npor Barang Mewah tersebut juga tidak
di pungut Pajak Pertanbahan N lai dan Pajak Penjualan Atas
Bar ang Mewah.

(2) Pel aksanaan ketentuan sebagai nana di maksud dalam ayat (1),
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1) Termasuk dalam pengertian nenetik hasil pertanian atau
menel i hara hewan dan nenangkap atau nenelihara ikan serta
nmengeri ngkan atau nenggaram nakanan sebagai nana di maksud
dal am Pasal 1 huruf m angka ke 1, ke 2 dan ke 3 Undang-undang
Paj ak Pertanbahan N lai 1984 adal ah :

a. kegi atan nenuai, nmenungut , mengupas, nmenber si hkan,
menyortir, nmenguliti, nerajang, nenotong, nerangkai,
nmengeri ngkan dan nengawet kan untuk senmentara barang-
barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan baik
yang dikerjakan dengan tangan rmaupun dengan cara
| ai nnya.

b. kegi atan nenelihara, nenangkap, nenyortir, nenguliti,
menot ong, nenerah atau nengeringkan dan nengawet kan
unt uk senent ara bar ang- bar ang hasi | pet er nakan,
peri kanan dan hasil laut |ainnya baik yang dikerjakan

dengan tangan maupun dengan cara | ai nnya.

(2) Barang-barang vyang dihasilkan dari kegiatan sebagai mana
di mmksud dalam ayat (1) adalah bukan Barang Kena Pajak
sehi ngga atas penyerahan atau pengi nporannya tidak terhutang
Paj ak Pertanbahan Nl ai.

Pasal 12

Kegi at an nenanbang yang termasuk dalam pengertian mnenghasil kan
sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 huruf m Undang-undang Pajak
Pertanbahan Nl ai 1994 adal ah kegi atan pada ti ngkat pengol ahan dan
penur ni an dal am rangka usaha pert anbangan.
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